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Peraturan Pemerintah Tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

ABSTRAK:  Untuk menjalankan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 21, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 83 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Pasal 11, dan Pasal 12 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PengganƟ Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 32 Tahun 
2009. 

 Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai perencanaan, perlindungan, dan 
pengelolaan lingkungan hidup. Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan 
hidup diselenggarakan melalui tahapan: 1) inventarisasi Lingkungan Hidup; 2) penetapan 
wilayah Ekoregion; dan 3) penyusunan RPPLH. 
 

CATATAN:  Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2025. 

 Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang fundamental, 
sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut menjadi kunci bagi 
pembangunan berkelanjutan yang Ɵdak hanya memajukan ekonomi, tetapi juga menjaga 
keberlangsungan kehidupan manusia dan Ekosistem. Tantangan yang dihadapi adalah 
kawasan alami yang memiliki fungsi penƟng sebagai penyedia Jasa Lingkungan Hidup, 
ditransformasikan menjadi lahan pertanian, permukiman, serta industri. Eksploitasi hutan, 
ekspansi pertanian, dan tambang terbuka menjadi ancaman serius terhadap 
keberlangsungan Lingkungan Hidup. Hal ini mengakibatkan kerusakan fungsi Ekosistem, 
perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayaƟ, yang pada gilirannya mengancam 
pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan 
haruslah sejalan dengan aspek perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup sebagai landasan utama bagi pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut 
memerlukan integrasi konsep Lingkungan Hidup dalam seƟap tahap perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. 

 Lampiran file: 43 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 26 dan penjelasan hlm 27 sd 43) 

 
 

 


